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BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNTUK SEMUA JENIS PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Standar
Pelayanan Publik (SPP), serta untuk menyesuaikan
perubahan kewenangan dan kelembagaan Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, maka
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 tahun 2014 tentang
Penetapan Standar Pelayanan untuk Semua Jenis Perizinan
dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan untuk Semua Jenis Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 15);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 64);



Menetapkan

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemprosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN UNTUK SEMUA JENIS PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP
adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan mengenai
pelayananan, pemberian insentif, pemberian kemudahan
investasi, keterangan kesesuaian tata ruang, layanan
informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Keterangan kesesuaian tata ruang adalah surat
keterangan yang diberikan kepada pemohon atas
kesesuaian peruntukan ruang pada lokasi yang dimohon
mendasarkan pada analisis pola dan struktur ruang yang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

didukung aspek legalitas kepemilikan lahan serta kondisi
eksistingnya.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE,
adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementrian/Lembaga
Pemerintah Non Kementrian yang memiliki kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB), Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal
(PDPPM), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang
Penanaman Modal (PDKPM), dan Instansi Penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang
Penanaman Modal.

Sistem Informasi Pelayananan Terpadu Online yang
selanjutnya disingkat SIPTO adalah sistem elektronik
pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Pelayanan Perizinan Terpadu dengan sistem Satu Pintu
adalah Pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh
instansi Pemerintah berdasarkan wewenang dari Bupati.

Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-
unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyali
kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan
penuh untuk mengambil keputusan dalam rangka
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan
pertimbangan teknis.

Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan
hukum swasta dan instansi pemerintah.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam standar pelayanan.

Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari
sisi kesederhanaan alur pelayanan.

Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur, adalah tatacara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

Jangka Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan / atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, adalah peralatan
dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan
bagi kelompok rentan.

Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman.

Pengawasan Internal, adalah sistem pengendalian intern
dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah
tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

Jumlah Pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai
dengan beban kerja, informasi mengenai komposisi atau
jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai
pembagian dan uraian tugasnya.

Jaminan Pelayanan, adalah memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, adalah
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,
bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.

Evaluasi Kinerja Pelaksana adalah penilaian untuk
mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standar pelayanan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pajak terutang.



33.

34.

(1)

(2)

(1)

(2)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya pokok restribusi.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih
tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi
mandat.

BAB |1
VISI DAN MISI
Pasal 2

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
DPMPTSP mempunyai Visi “Terwujudnya Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang Prima di Kabupaten Grobogan”.

Dalam melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), DPMPTSP mempunyai misi meliputi :

a. meningkatkan penataan kelembagaan perizinan dan
penanaman modal, sistem dan prosedur perizinan
serta perangkat hukum pelayanan perizinan dan non
perizinan;

b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan satu pintu
dan penanaman modal :

c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
dan

d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
aparatur pelayanan perizinan.

BAB |11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai

berikut :

a. terwujudnya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan
yang baik ;

b. terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik ; dan

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
peraturan perundang undangan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Komponen Standar Pelayanan pada DPMPTSP terdiri dari
a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar
Operasional Prosedur;

jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;

produk pelayanan;

prasarana dan sarana;

kompetensi pelaksana;

pengawasan internal;

penanganan pengaduan, saran dan masukan;
jumlah pelaksana;

jaminan pelayanan;
. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
. evaluasi kinerja pelaksana,;

S 3 - XTI oSe oo

Standar Pelayanan pada DPMPTSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Bupati
wajib diumumkan dalam Maklumat Pelayanan yang
ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

Jenis pelayanan perizinan yang didelegasikan kewenangan
pemprosesan dan penandatangananya kepada Kepala
DPMPTSP meliputi :

Ao T Se - meo0 o
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Izin Prinsip;

Izin Prinsip Perluasan;

Izin Prinsip Perubahan;

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger);
Izin Usaha;

Izin Usaha Perluasan;

Izin Usaha Perubahan;

Izin Usaha Penggabungan (Merger);

Izin Lokasi;

Izin Lingkungan;

Izin Pembuangan Limbah Cair;

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali dilimpahkan
kewenangannya kepada camat;

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata,;

Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
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aa.
bb.
CC.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
i.
i-
Kk.
.

mm.

nn.
00.

pp.

aq.
rr.

SS.
tt.
uu.

XX.

ZZ.

aaa.
bbb.

CCC.

ddd.

eee.
fff.

99g.

hhh.

Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

Izin Usaha Kawasan Pariwisata,;

Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;

Izin Usaha Daya Tarik Wisata,;

Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi;

Izin Usaha Jasa Pramuwisata;

Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi dan Pertemuan;

Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

Izin Usaha Wisata Tirta;

Izin Usaha Spa;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW);

Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

Tanda Daftar Gudang (TDG);

Tanda Daftar Industri (TDI);

Izin Usaha Indutri (1UIl);

Izin Penyelenggaraan Optikal;

Izin Penyelenggaraan Apotek;

Izin Mendirikan Klinik;

Izin Operasional Klinik;

Izin Mendirikan Rumah Sakit;

Izin Operasional Rumah Sakit Sementara dan tetap
(Kelas C dan Kelas D);

Izin Laboratorium Klinik;

Izin Penyelenggaraan Puskesmas;

Izin Pedagang Eceran Obat;

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

Izin Usaha Peternakan;

Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia;
Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia,;
Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas;

Izin Operasional Rumah Potong Unggas;

Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging;

Izin Pendirian Klinik Hewan;

Izin Operasional Klinik Hewan;

Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan;

Izin Operasional Rumah Sakit Hewan;

Izin Toko Obat dan Pakan Hewan;

Izin Depo Obat Hewan;

Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam
Daerah Kabupaten/Kota,;



ii.
1i-

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

kkk. 1zin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan

Dasar (SD, SMP);
Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan;

mmm. 1zin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan;

nn

n. lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek (Taksi dan Angkutan Khusus);

000. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA);
ppp. lzin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
gqq. lzin Reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya

rrr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

kepada camat; dan
Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi.

Pasal 6

Penyelenggaraan perizinan meliputi penerimaan,
pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.

Kepala DPMPTSP mengelola administrasi dengan mengacu
pada prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan
keamanan berkas.

Pelayanan secara paralel dilakukan untuk berbagai jenis
izin yang berkorelasi dalam satu waktu dan persyaratan
yang sama untuk izin yang dimohonkan.

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan
DPMPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas
pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 7

Pengadministrasian bidang perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi penerimaan,
proses perizinan dan penandatanganan keputusan tentang
perizinan.

Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan kurang dari 7
(tujuh) hari kerja, penandatanganan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada pejabat
struktural dibawahnya.

Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan 7 (tujuh) hari kerja
atau lebih dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) belum
ditunjuk Bupati, maka penandatanganan izin tetap
dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).



(4)

Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama
Kepala DPMPTSP.

BAB V
PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN

Pasal 8

Jenis pelayanan Non Perizinan yang didelegasikan kewenangan
pemprosesan dan penandatangananya kepada Kepala
DPMPTSP meliputi :

a.

® 00 C

(1)

(2)

(3)

pemberian insentif ;

pemberian kemudahan investasi ;
Keterangan kesesuaian tata ruang;
layanan informasi ; dan

layanan pengaduan.

Pasal 9

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman
modal ;

b. penyedian sarana dan prasarana ;

Cc. pemberian bantuan teknis; dan /Zatau

d. percepatan pemberian Perizinan dan Non Perizinan.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
atas persetujuan Bupati.

Pasal 10

Penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan
kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

memberikan  kontribusi nyata bagi peningkatan
pendapatan masyarakat;

adanya penyerapan tenaga kerja lokal,

sebagian besar sumber daya yang digunakan berasal dari
sumber daya lokal;

terdapat kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan
publik;

. terdapat kontribusi nyata dalam peningkatan produksi

domestik regional bruto;
menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan;
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g. termasuk katagori bidang penanaman modal dengan skala
prioritas tinggi;

h. menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangunan
infrastruktur;

I. menjalankan alih teknologi;

j. termasuk katagori industri pionir;

k. lokasi usaha berada di wilayah terpencil, wilayah tertinggal,
atau wilayah perbatasan;

I. menjalankan kegiatan penelitian, pengembangan dan
inovasi;

m. melakukan kemitraan dengan wusaha mikro, Kkecil,
menengah atau koperasi; dan/ atau

Nn. termasuk kategori industri yang menggunakan barang
modal, mesin, atau peralatan produksi dalam negeri.

Pasal 11

Keterangan Kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pelayanan informasi perizinan dan non perizinan melalui :
a. website http:// dpmptsp.grobogan.go.id;

email dpmptsp@grobogan.go.id;

surat dengan alamat Jalan dr Sutomo No0.08 Purwodadi;

sms center;

telepon (0292) 5140317,

facsimile, dan

g. pemberian pelayanan di Front office (FO).

~oQoo0QT

(2) Pelayanan informasi meliputi :
a. layanan bimbingan pengisian formulir terkait pelayanan
perizinan dan non perizinan; dan
b. layanan konsultasi atas informasi, antara lain :
1. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan
perizinan dan non perizinan;
2. potensi investasi dan peluang daerah;
3. daftar bidang tertutup dan daftar bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan;
4. jenis tata cara proses permohonan, biaya, dan
waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. tata cara pencabutan perizinan dan non perizinan;
6. tata cara penyampaian laporan pengaduan
masyarakat;
7. tata cara layanan pengaduan masyarakat;
8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan
perizinan dan non perizinan;
9. data perkembangan penanaman modal, kawasan
industri, harga utilitas, upah dan tanah; dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

10. informasi perjanjian internasional di bidang
penanaman modal.

Pasal 13

Layanan pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat
atas ketidakpuasan layanan perizinan oleh DPMPTSP
melalui surat, petugas loket, telepon, faksimil, email, SMS
Center, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di
DPMPTSP.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui layanan pengaduan yang tersedia
pada DPMPTSP.

Pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan dapat
dilakukan melalui : surat, kotak pengaduan, sms center,
telepon/facsimile, serta dapat datang langsung ke ruang
pengaduan DPMPTSP.

Pengaduan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus
ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP.

Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh Tim
Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan.

BAB VI
PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 14

Dalam rangka penyelenggaraan perizinan, pemeriksaan
teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Teknis dibawah
koordinasi Kepala DPMPTSP yang dibentuk Bupati.

Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personil Tim
Teknis yang beranggotakan masing-masing wakil dari
Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki
kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya suatu permohonan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaan lapangan
(rekomendasi) kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 15

Pemrosesan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin
dilakukan secara terpadu satu pintu oleh Kepala DPMPTSP.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(6)

(1)

Pasal 16

Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan
dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang
berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur,
maka diatur dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 17

Pelayanan izin diberikan apabila berkas permohonan izin
diterima lengkap dan benar.

Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dan tidak
benar dikembalikan kepada pemohon izin untuk
dilengkapi.

Pasal 18

Penolakan izin dilakukan apabila tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak
dipenuhi.

Pemohon izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis
atas penolakan izin kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan lzin.
Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas ) hari sejak
diterimanya keberatan pemohon secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
keberatan pemohon secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Kepala DPMPTSP dapat memerintahkan
pemeriksaan ulang atas pemohon izin dimaksud, bilamana
diketemukan ternyata pemohon izin memenuhi
persyaratan maka dikeluarkan izin kepada pemohon izin
yang bersangkutan dan bilamana tidak memnuhi
persyaratan maka berkas permohonan dikembalikan.

Pasal 19

Kepala DPMPTSP dapat memberikan salinan izin dan
pengesahan salinan izin.
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(2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan salinan

(1)

(2)

izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
DPMPTSP.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
oleh DPMPTSP dapat menggunakan SPIPISE dan/atau
SIPTO.

SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. petugas/pejabat yang melaksanakan pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan menggunakan hak akses

untuk pemberian persetujuan dalam proses otomasij;

. perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh

SPIPISE tetap memerlukan tanda tangan basah sebagai

dokumen yang sah;

. penomoran perizinan dan nonperizinan dilakukan

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) tentang Pedoman dan Tata

Cara Permhonan Penanaman Modal; dan

. dalam hal terjadi kesalahan data atau informasi atas

Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan harus
dilakukan perbaikan dengan cara koreksi atas perizinan
dan nonperizinan dengan tembusan kepada pengelola.

(3) SIPTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. petugas/pejabat yang melaksanakan pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan menggunakan hak akses
untuk pemberian persetujuan dalam proses otomasi;
perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh
SIPTO tetap memerlukan tanda tangan basah sebagai
dokumen yang sabh;

penomoran perizinan dan nonperizinan dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
dalam hal terjadi kesalahan data atau informasi atas
Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan harus
dilakukan perbaikan dengan cara koreksi atas perizinan

dan nonperizinan dengan tembusan kepada pengelola.
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(4)

(1)

(2)

(3

Dalam hal DPMPTSP tidak dapat mengakses atau
menggunakan SPIPISE dan/atau SIPTO maka permohonan
perizinan dan nonperizinan yang lengkap dan benar tetap
diterima oleh Front Office (FO) dengan memberikan tanda

terima.

BAB VII
SANKSI
Pasal 21

Sanksi kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa :
a. peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha; atau

b. pencabutan izin yang sudah diterbitkan.

Sanksi sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwewenang, baik pada saat masih dalam proses
perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan, atas
rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis selaku
pengawas/pembina dan pengaduan masyarakat yang

terbukti benar.

BAB VII|I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan atas dikeluarkannya perizinan

dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk masing-

masing jenis perizinan didasarkan pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan lain yang berlaku.
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Diundangkan di Purwodadi

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Untuk Semua Jenis Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2014 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi

/f,f | pada tanggal 2017
ygﬁbﬂﬁﬁgup ALl _GROBOGAN,
| I ;

/:SRI SUMARNI

pada tanggal-. 2017

 MOHAMAT

BERITA _-’D:@ggg;@ig{'-g.KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR
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Lampiran | : Peraturan Bupati Grobogan

Nomor : 52 Tahun 2017
Tanggal 20 Desember 2017
Tentang . Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman M odal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT SP) Kabupaten Grobogan, diketahui bahwa Tugas Pokok Dinas
Penanaman M odal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan adalah melaksanakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, maka perlu menetapkan
standar pelayanan perizinan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

B. STANDAR PELAYANAN
Waktu Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
Hari Senin s/d Kamis  : Jam 08.00 s/d 13.30 WIB
Hari Jum’at : Jam 08.00 s/d 10.30 WIB
Hari Sabtu : Jam 08.00 s/d 11.00 WIB

Jenis Pelayanan Administrasi Pengurusan lzin yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan,sebagai berikut :

1. JenisPelayanan Adminsitrasi Izin Prinsip

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Pelayanan 2. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan;

3. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya;

4. Fotokopi NPWP Perusahaan dan Pemegang Saham;
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1

o

11.

Bukti dari pemegang saham (KTP, NPWP, Paspor, Akta
Pendirian Anggaran Dasar, Surat dari instansi pemerintah atau
Kedutaan Besar);

Keterangan rencana kegiatan (untuk industri berupa diagram
alir proses produksi mencantumkan bahan baku, sedangkan
untuk sektor jasa menjelaskan kegitan dan produk jasa yang
dihasilkan);

Rekomendasi dari instansi terkait bagi yang dipersyaratkan;
Fotokopi Surat Kesesuaian Tata Ruang; (bila telah memiliki
lokasi);

Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat /Perjanjian Sewa
Menyewa; (bila telah memiliki lokasi);

. Berita Acara Sosialisasi warga sekitar diketahui Ketua RT/RW,

Kepala Desa/Kelurahan dan Camat; (bila dipersyaratkan);
Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. a. START

? Berkas tidak memenuhi syarat
; Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi

2




persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administrasi yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Blaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Prinsip

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

© oo NN

L e e
A WNRFR O

Ruang tunggu yang memadai

Lapangan parkir

Toilet

Loket pelayanan

Ruang sekretariat tim teknis

Aplikasi SPIPISE

Televisi

Website

Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit

. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit
. Ruang arsip

. Lemari dokumen

. Komputer

. Printer

15.
16.

Telepon/ facsimile
Alat tulis kantor

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

Pengawasan internal

a
b
C
d
e.
f,
g
h
.
j
1

2.

Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
Inspektorat Kab Grobogan
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10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website,
pengaduan, saran dan melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personilyang menangani Izin Prinsip sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan pelayanan | Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsif.
pelayanan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

pelaksana




2. JenisPelayanan Adminsitrasi Izin Prinsip Perluasan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

© N O

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi izin Prinsip atau perubahan dan lzin Usaha, bila
diperlukan

Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya;

Dalam hal terjadi perubahan penyertaan melampirkan risalah
RUPS/ Akta Perusahaan BA RUPS, bukti dari pemegang
saham baru (KTP/ NPWP/ Paspor/ Akta Pendirian/ Anggaran
Dasar/ Surat dari Instansi Pemerintah atau Kedutaan Besar)
Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab

Hasil Rapat Tim Teknis bila diperlukan.

Tanda terima penyampaian LKM dan LKM periode terakhir.
Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan

.Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

1_
1_
F
F
F
S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administrasi yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari Kkerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Prinsip Perluasan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadali
Lapangan parkir
Toilet
Loket pelayanan
Ruang sekretariat tim teknis
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit
Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit
Ruang arsip
Lemari dokumen
. Komputer
Printer
Telepon/ facsimile
Alat tulis kantor

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

ST T@ e 20T RPOS3 T AT T SQ@M® 20 TR

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Prinsip Perluasan sebanyak 10
orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsif.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.




3. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Prinsip Perubahan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi izin Prinsip /lzin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip
Perubahan  perubahan dan Izin Usaha (bila ada) yang
mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perubahan yang
dimohon untuk diubah.

Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab

Fotokopi NPWP

Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi
yang berbadan hukum (khusus PT dilengkapi pengesahan
Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM)
M elampirkan Data dukung untuk perubahan yang dimohonkan
Tanda terima penyampaian LKM dan LKM periode terakhir.
Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan

. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru
.Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-




Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administrasi yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM




Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Prinsip Perubahan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Prinsip Perubahan sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

10




4. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Prinsip Penggabungan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

N =

o U~ w

10.

11.
12.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi izin Prinsip dan Izin Usaha dan atau perubahan .
Fotokopi KTP pemohon / penanggungjawab

Fotokopi NPWP

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan
hokum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan
untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri

Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam
risalah RUPS atau Akta Perubahan dalam bentuk pernyataan
Keputusan  Rapat /Berita Acara RUPS  (masing-
masingperusahaan )

Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode
terakhir (M asing-masing perusahaan)

Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan
perusahaan sesuai lampiran formulir permohonan izin Prinsip
Penggabungan perusahaan.

Laporan Neraca Keuangan Perusahaan Periode terakhir yang
telah diaudit oleh akutan publik

Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

11




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

1_
1_
F
F
F
T

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratsi yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

12




Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Prinsip Penggabungan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Prinsip Penggabungan
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

13




5. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Usaha

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal,

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

12.

13.
14.

15.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi Izin prinsip /lzin Usaha yang dimiliki;

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan
hukum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan
untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri

Fotokopi KTP pemohon / penanggungjawab

Fotokopi NPWP

Fotokopi bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah
(Sertifikat/ Letter C Desa / Perjanjian Sewa) ;

Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan)
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

. Fotokopi 1zin Gangguan (HO)
. Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)

Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode
terakhir

Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan
Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

14




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administrasi yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

15




Jangka Waktu
Penyelesaian

4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Usaha

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Usaha sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

16




6. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Usaha Perluasan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan Penanaman
M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

o~

~

10.
11.

12.
13.
14.

15.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan
dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV
sudah didaftarkan di Pengedilan negeri

Fotokopi KTP pemohon / penanggungjawab

Fotokopi NPWP

Fotokopi bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/
Letter C Desa/ Perjanjian Sewa) ;

Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan)
Fotokopi Izin Gangguan (HO)

Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL

Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir
Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan
Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-

17




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

1_
1_
*
F
F
T

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

18




Jangka Waktu
Penyelesaian

4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Usaha Perluasan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Usaha Perluasan sebanyak 10
orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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7. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Usaha Perubahan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan Penanaman
M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

N =

w

11.
12.
13.

14.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV
sudah didaftarkan di Pengedilan negeri

Fotokopi KTP pemohon / penanggungjawab

Fotokopi NPWP

Fotokopi bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/
Letter C Desa/ Perjanjian Sewa) ;

Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan)
Fotokopi Izin Gangguan (HO)

. Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL

Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir
Rekomendasi dari Instansiterkait, bila dipersyaratkan
Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM
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Jangka Waktu
Penyelesaian

4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Usaha Perubahan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Usaha Perubahan sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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8. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Usaha Perubahan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang
Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan Penanaman
M odal;

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan
Penanaman M odal;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

N =

w

11.
12.
13.
14.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk
pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan
Fotokopi Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV
sudah didaftarkan di Pengedilan negeri

Fotokopi KTP pemohon / penanggungjawab

Fotokopi NPWP

Fotokopi bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/
Letter C Desa/ Perjanjian Sewa) ;

Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan)
Fotokopi Izin Gangguan (HO)

. Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL

Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir
Rekomendasi dari Instansiterkait, bila dipersyaratkan
Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
i Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK

l_
1_
F
F
F
S

PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu

SN

(empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
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Penyelesaian

lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Perubahan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST "o a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Usaha Perubahan sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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9. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Lokasi

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
ruang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang ljin Lokasi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
2011 tentang Petimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbian
Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan lzin Perubahan Penggunaan
Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan
Tahun 2011-2031,

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

=

w

10.
11.
12.
13.

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab yang masih

berlaku.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan
Hukum (Khusus PT, ada pengesahan dari Depkumham atau
sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV)

Fotokopi ijin lokasi yang terdahulu untuk perluasan /
perubahan

Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah / yang
berhak atas tanah

Gambar kasar / sketsa rencana pemanfaatan tanah yang
dimohon

Fotokopi surat persetujuan Penanaman M odal bagi Penanaman
M odal Dalam Negeri (PMDN) atau surat Persetujuan Presiden
bagi Penanaman M odal Asing (PMA)

Fotokopi surat Keterangan Terdaftar sebagai anggota REI /
APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan

Advice Plan asli + Fotokopi

Pertimbangan teknis dari dari Kantor Pertanahan

Fotokopi Kesesuaian Tata Ruang

Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru
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14. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

1_
1_
F
F
F
S

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada

Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM
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Jangka Waktu
Penyelesaian

4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Lokasi

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan |

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan |
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Lokasi sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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10. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Lingkungan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 tahun 2013
tentangTata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan 1zin Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati No 12 Tahun 2010 tentang Jenis Usaha dan
atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen UKL UPL
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

Mengisi formulir permohonan bermeteral Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa

bila pengurusan izin dikuasakan

Dokumen RKL-RPL/UKL-UPL/AMDAL dan Surat Persetujuan
Kelayakan Lingkungan

Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan

. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
; Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
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Penyelesaian

dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Lingkungan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST "o a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani lIzin Lingkungan sebanyak 10
orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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11. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Pembuangan Limbah Cair

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

Mengisi formulir permohonan bermeteral Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

M engisi formulir informasi air limbah dan melampirkan seluruh
dokumen yang tertulis;

Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- jika menguasakan
pengurusan izin kepada pihak lain;

Foto IPAL, khususnyasaluran inlet dan outlet limbah;
Fotocopy dokumen persetujuan Amdal atau dokumen UKL-
UPL atau dokumen lingkungan lainnya;

Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir;

. Fotocopy Surat 1zin Usaha atau yang dipersamakan;
. Fotocopy TDP
. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
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1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM
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Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Pembuangan Limbah Cair

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Pembuangan Limbah Cair
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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12. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

10.
11.
12.
13.
14.

Mengisi formulir permohonan bermeteral Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Foto copy buktikepemilikan tanah/ penguasaan tanah
(Sertifikat/ Letter C Desa/ Perjanjian Sewa);

Fotocopy IMB;

Fotokopi AktaPendirian Perusahaan dan perubahannya(bagi
Perusahaan yang berbadan hukum);

Fotokopi Tata Cara Pengolahan serta Denah Saluran
PembuanganLimbah yang telah terealisasi atau
direncanakan/IPAL dandiagram alirproses.

Izin Lingkungan /Dokumen kajian lingkungan Amdal / UKL/
UPL.

Rekomendasi teknis Badan Lingkungan Hidup

Pasfoto 4x6 berwarna dua lembar.

Fotocopy Surat 1zin Usaha atau yang dipersamakan.

Fotocopy TDP.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu

5 (hma) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
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Penyelesaian

dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST "o a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Penyimpanan Sementara Limbah
B3 sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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13. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Mendirikan Bangunan

No| Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum [ 1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah beberapa Kali
terakhir dengan Perda No.13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Perda Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Bangunan Gedung
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013
tentang Izin Pemanfaatan Ruang
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. FotokopiKTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopisurat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan
yang sah secara hukum
5. Surat perjanjian sewa atau izin dari pemilik tanah jika pemohon bukan
pemilik tanah dan pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
6. Fotokopisurat pemberitahuan pajak hutang bumi dan bangunan
(SPPT-PBB) tahun terakhir.
7. Fotokopiizin lokasi/izin/ prinsip bagi usaha yang diwajibkan untuk
izin lokasi sesuai dengan Peraturan Bupati
8. Dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-
UPL dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
9. Fotokopiizinpenggunaan Pemanfaatan Tanah bagi yang terkena
kewajiban
10. Fotokopi Perubahan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan bagi yang dipersyaratkan
11. Gambar rencana/arsitektur bangunan
12. Gambar sistemstruktur dan utilitas bagi bangunan gedung dengan
jumlah total luas lantai lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi
13. Perhitungan struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi
menara atau tower dengan ketinggian lebih dari 40 (empat puluh)
meter dan bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih
14. Data penyediajasa perencanaan, bagi yang menggunakan jasa
konsultasi perencanaan.
15. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-
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Sistem,
M ekanisme
dan Prosedur

9. PENGAMBILAN SK,

Pengisian SKM

4. CEK LAPANGAN

|

5. PENETAPAN RETRIBUSI
DAN PEMABAYARAN
MELALUI BANK

6. PEMROSESAN

7. KEPALA DINAS

8. TATA USAHA

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan memberikan
rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala
DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
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administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

5. Untuk permohonan izin yang telah disetujui olen Tim Teknis
Pelayanan Perizinan, petugas melakukan penghitungan pembiayaan
retribusi. Hasil penghitungan biaya diserahkan kepada bendahara
penerima yang selanjutnya dibuatkan slip setoran kepada pemohon,
pemohon melakukan pembayaran di Bank dengan menyerahkan slip
setoran untuk kemudian diberikan SKRD

6. Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

7. Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

8. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

9. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM

Jangka Waktu | 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
Penyelesaian | benar
Biaya/ Tarif | Besarnya retribusi dihitung berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012.

Retribusi penggunaan jasa IM B dihitung dengan rumus sebagai berikut :
a. Retribusi pembangunan baru : L x It x 1,00 x HShg

b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x It X Tk x HShg

c. Retribusi prasarana bangunan gedung :V x 1 x 1,00 x HSpbhg

d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :V x 1 Tk X HSpbg

L . Luas lantai bangunan gedung

\Y/ : Volume / besaran (dalam satuan m2, m’, Unit)
I . Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk @ Tingkat Kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0, 65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 :Indeks Pembangunan baru
FUNGSI WAKTU PENGGUNAAN
Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter indeks Paremeter Indeks
1 2 3 4 5 6 I 8
.Hunian 0.05/0.5 *)  |L.Kompleksitas 0.25 a.Sederhana 0.40
.Keagamaan 0.00 b.Tidak 0.70
.Usaha 3.00 sederhana
|.Sosial & 0.00/1.00**) c.Khusus 1.00
udaya 2.Permanen 0.20 a.Darurat 0.40
.Khusus 2.00 b.Semi permanen 0.70
.Ganda/ 4.00 c.Permanen 1.00
Campuran 3.Resiko 0.15 a.Rendah 0.40
Kebakaran b.Sedang 0.70
c.Tinggi 1.00
0.15 a.Zona l/minor 0.10

4.2 i
onasi Gempa b.Zona Il/minor 0.20

c.Zona lll/sedang | 0.40
d.Zona IV/sedang | 0.50

e.Zona V/kuat 0.70
. f.Zona Vl/kuat 1.00
5.Lokasi 0.10 a.Renggang 0.40
(kepadatan b.Sedang 0.70
bangunan c.Padat 1.00
gedung)
6.Ketinggian 0.10 a.Rendah 0.40
bangunan b.Sedang 0.70
gedung
7 Kepemilikan 0.05 a.Negara/yayasan 0.40
b.perorangan 0.70
c.Badan usaha 1.00

swssta
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CATATAN : 1.*) Indeks 0.00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal
tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk
pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

1. RB= Rusak Berat

2.  RS= Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana gedung perkantoran.

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

PENGHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI

NO.JENIS RETRIBUSI

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
a. Bangunan Gedung )
1) Pembangunan Luas BG x Indeks Terintegrasi ~ x 1.00

X HS retribusi

bangunan gedung

baru N

2) Rehabiilitasi / a) Rusak | Luas BG x Indeks Terintegrasi ) x 045
renovasi bangunan Sedang x HS retribusi _ Ly
gedung, meliputi : Luas BG x Indeks Terintegrasi ’ x 065

b) Rusak Berat | x HS retribusi

perbaikan/perawatan,
perubahan, perluasan
/ pengurangan.

3) Pelestarian /
pemugran . -
Luas BG x Indeks Terintegrasi ” x 065
a) Pratama X HS retribusi
Luas BG x Indeks Terintegrasi ~ x 045
b) Madya x HS retribusi
Luas BG x Indeks Terintegrasi ~ x 030
c) Utama X HS retribusi
b. Prasarana Bangunan
Gedung L
1) Pembangunan baru Volume x Indeks x1.00 xHS retr!bus!
2) Rehabilitasi Volume x Indeks x0.45 x HS retribusi
a) Rusak | Volume x Indeks x0.65 x HS retribusi
2. Retribusi administrasi | Sedang ] )
IMB b) Rusak Berat | Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
proses

3. Retribusi penyediaan formulis PIMB | Ditetapkansesuai dengan jumlah biaya
termasuk pendaftaran bangunan gedung pengadaan / pencetakan formulir per -
set

CATATAN : Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
HS . harga satuan retribusi, atau tarifretribusi dalamrupia per-n2 dan/
atau
rupian per satuan volume

Besaran harga retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung
ditetapkan sebagai berikut :

No Jenis Bangunan Satuan Harga Satuan Retribusi (Rp)
1. Bangunan Gedung m 10.000,00
2. Prasarana Bangunan Gedung

a. Konstruksi Pembatas/ Penahan
/Pengaman
Pagar m* 1.000,00
Turap m* 1.500,00
b. Konstruksi Penanda Masuk
Gerbang/Gapura Unit 50.000,00
c. Konstruki Perkerasan
Jalan m’ 1.000,00
Lapangan Parkir/Upacara m? 500,00
Lapangan Olah Raga
Terbuka m’ 750,00
Lantai Jemur m’ 300,00
d. Konstruksi Penghubung
Jembatan m? 6.000,00
Box culvert m? 5.000,00
Gorong-gorong m? 4.000,00
e. Konstruksi Kolam / Reservoir
Bawah Tanah
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Kolam Renang m 5.000,00

Kolam
Pengolahan/Lainnya m’ 2.000,00
Reservoir Bawah Tanah m? 1.500,00

f. Konstrulsl Menara
- Menara Antena (tinggi <

5m) Unit 50.000,00
Kelebihan tinggi m? 5.000,00
Menara Reservoir

(volume < 2 m?®) Unit 75.000,00
Kelebihan Volume m? 10.000,00
Cerobon (tinggi < 5m) Unit 60.000,00
Kelebihan tinggi m? 7.500,00

g. Konstrulel Monumen
Tugu/Patung (luas dasar <

25m2) Unit 150.000,00
Kelebihan luasan m? 10.000,00
h. Konstruksi Instalasi
- Instalasi gardu
listrikigenset luas < 10 m2 Unit 100.000,00
Kelebihan luasan m’ 5.000,00
Instalasi  komunikasi  /
telepon luas < 10 m2 Unit 100.000,00
Kelebihan luasan mi 5.000,00
- Kabel tanam m 150,00
i. Konstruksi Rellame/Papan
Nama
Billboard / Papan IKan
(luas bidang < 6 m?) Unit 300.000,00
Kelebihan luasan m’ 50.000,00
Papan Nama (luas bidang <
6m?) Unit 100.000,00
Kelebihan luasan m? 15.000,00
Neon Box (luas bidang < 6
m? Unit 400.000,00
Kelebihan luasan m’ 75.000,00
Videotron (luas bidang < 6
m?) Unit 500.000,00
Kelebihan luasan m? 100.000,00
3. Menara Telekomunikasi Seluler
a. Tinggi<50m
b. Tinggi>50m m’ 100.000,00
m’ 125.000,00
4. Menara Jaringan Listrik
a. Tinggi<75m m? 50.000,00
b. Tinggi>75m m? 60.000,00
5. Konstruksi di luar lahan pekarangan
! kapling
a. Gapura/ Gerbang Masuk m? 20.000,00
b. Tugu/Patung m’ 25.000,00

Besaran biaya penerbitan salinan IMB karena rusak / hilang dan balik
nama dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif
penerbitan baru.

Produk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pelayanan
Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau 3. Toilet.
fasilitas 4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
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13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.

8 | Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
i. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 [ Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, melalui petugas loket pengaduan.
saran dan
masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani 1zin Mendirikan Bangunan sebanyak 10
pelaksana orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan | 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
Kinerja
pelaksana
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14. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Kontruksi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dg PP no. 92 th 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 th.
2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintan Nomor 29 tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional.

6. Peraturan DaerahKabupaten Grobogan Nomor9 Tahun 2013
tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

A. Pendaftaran baru Izin Usaha Jasa Konstruksi

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. FotokopiKTP

3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa

bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi Sertifikat Keeahlian (SKA) dan / atau Sertifikat

Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan

Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.

Fotokopiaktapendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Rekomendasi teknis dari TPJK (Tim Pembina Jasa Konstruksi).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

8. Fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-
BU) yangdilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga
Ahli/ Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha
(PJU-BU);

9. Fotokopisertifikat badan usaha (SBU) yang telah
diregistrasidari LPJK

10. Pasfoto berwarna ukuran 3x5 sebanyak 4 lembar

11. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-

&

~No o

B. Pendaftaran Perpanjangan dan Penutupan Izin Usaha Jasa
Konstruksi sama permohonan baru dengan penambahan
persyaratan :

1. Usaha Izin Jasa Konstruksi (IlUJK) asli

2. Fotokopipajak tahun terakhir
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C. Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi :

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Usaha Izin Jasa Konstruksi (IUJK) asli

3. Fotokopi Surat pajak nihil

D.Perubahan Data
1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Rekaman :
a. Akta perubahan nama direksi/ pengurus untuk perubahan
direksi / pengurus
b. Surat ket. domisili badan ush jasa konstruksi utk perubahan
alamat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
c. Akta perubahan untuk perubahan nama Badan Usaha Jasa
Konstruksi dan atau,
d. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi &
kualifikasi usaha

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. a. START

‘I‘ Berkas tidak memenuhi syarat
; Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan
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Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (hma) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadal.

Lapangan parkir.

Toilet.

Loket pelayanan.

Ruang sekretariat tim teknis.

Aplikasi SPIPISE

Televisi

Website.

Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.

. Lemari dokument.

. Komputer.

. Printer.

. Telepon/ facsimile.

. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

— T "o 0o

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

Pengawasan internal

1.
2.

Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
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pengaduan, saran
dan masukan

dan melalui petugas loket pengaduan.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang menangani 1zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan pelayanan | Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
pelayanan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

pelaksana
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15. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

N

N

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x2 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadali.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

©oo N wN D>

el ol el
oOUlh WN RO

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— S N o0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

N

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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16. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyediaan Akomodasi

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.86 /
HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta

pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Foto Copy Surat Kesesuaian Tata Ruang

Foto Copy lzinPrinsip (bila dipersyaratkan)
Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
. Daftar Kapasitas kamar dan Daftar Fasilitas Penunjang (kecuali

Karaoke)

. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-

52




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadali.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

©oo N wN D>
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— S N o0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin

Akomodasi sebanyak 10 orang.

Usaha Penyediaan

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

N

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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17. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa M akanan dan M inuman.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadali.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— S N o0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Jasa Makanan dan
M inuman sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

N

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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18. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Kawasan Pariwisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Kawasan Pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Foto Copy Surat Kesesuaian Tata Ruang

Foto Copy lzinPrinsip (bila dipersyaratkan)

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopibukti hak atas tanah

. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Kawasan Pariwisata
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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19. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

A
g
Z
&
!
|
J
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8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM l

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN L E R

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Jasa Transportasi
Wisata sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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20. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Daya Tarik Wisata

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopibuktihak pengelolaan dari pemilik dayatarik wisata
Foto Copy Surat Kesesuaian TataRuang

Foto Copy lzin Prinsip (bila dipersyaratkan)

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL

. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-

68




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM
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3. PENDAFTARAN

l

l
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ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Daya Tarik Wisata
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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21. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor :
PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

N

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiakta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Foto Copy Surat Kesesuaian Tata Ruang

Foto Copy lzinPrinsip (bila dipersyaratkan)

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
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8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM l

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN L E R

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani lzin Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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22. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Pramuwisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.92/HK.501/M KP/2010 Tentang T ata Cara Pendaftaran Jasa
Pramuswisata

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM
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3. PENDAFTARAN

l
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4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Jasa Pramuwisata
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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23. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi dan Pertemuan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor :
PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif,
Konferensi dan Pameran.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM l

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN L E R

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani lzin Usaha Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pertemuan sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuail dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

N

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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24. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.94/HK.501/M KP/2010 Tentang T ata Cara Pendaftaran Jasa
Konsultan Pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-

84




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

85




7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani lzin Usaha Jasa Konsultan
Pariwisata sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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25. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.94/HK.501/M KP/2010 Tentang T ata Cara Pendaftaran Jasa
Konsultan Pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur
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8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM l

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN L E R

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T "o o0 T

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Jasa Informasi

Pariwisata sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

90




dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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26. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Wisata Tirta

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Wisata Tirta.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA
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Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadali.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— S N o0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Usaha Wisata Tirta sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

N

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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27. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Spa

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan M enteri Kebudayaan Nomor :
PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Spa.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wn

©®©

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM l

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN L E R

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
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yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tupuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp 0,-

Produk Pelayanan

. Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T N o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Spa sebanyak 10
orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
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pelayanan

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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28. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Perdagangan (SI1UP)

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan
sebagiamana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
M eneteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang
perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha
Perdagangan

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
77/IM-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan 1zin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan
bagi Perusahaan Perdagangan sebagaiaman diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
14/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan 1zin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan
bagi Perusahaan Perdagangan

3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

A. Persyaratan Pengajuan SIUP Baru/Pembaharuan/Perubahan:
I. Perusahaan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT):

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

2. Fotokopi KTP Pemilik atau Direktur Utama atau
Penanggung jawab Perusahaan;

3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

4. Fotokopi  Akta  Pendirian  Perusahaan  beserta
pengesahannya.

5. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada)

6. Neraca Awal Perusahaan;

7. Fotokopi NPWP

8. Fotokopi IMB bagi yang dipersyaratkan

9. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

10. SIUP  Asli  (sebelum perubahan) bagi pemohon
pembaharuan dan perubahan

11. Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

12. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

1. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)
1. Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Perdagangan
bermeterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi KTP Penanggung Jawab / Direktur Utama /
Pemilik Perusahaan;
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
Fotokopi SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka;
Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Surat
Persetujuan Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan

o s
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10.

11.

Terbuka dari Departeman Hukum dan HAM;

Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal
bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah melakukan
penawaran umum secara luas dan terbuka;

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan
Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir;
Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

SIUP  Asli  (sebelum perubahan) bagi pemohon
pembaharuan dan perubahan

Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

I11. Perusahaan berbadan Hukum Koperasi

1.

2.

O Nou

10.

Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Perdagangan
bermeterai Rp. 6.000,-

Fotokopi KTP Penanggung Jawab / Direktur Utama /
Pemilik Perusahaan;

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah
mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
Fotokopi NPWP

Neraca Awal Koperasi;

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

SIUP  Asli  (sebelum perubahan) bagi pemohon
pembaharuan dan perubahan

Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

IV. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :

1.

2.

N O

10.

Mengisi formulir permohonan lIzin Usaha Perdagangan
bermeterai Rp. 6.000,-

Fotokopi KTP Penanggung Jawab / Direktur Utama /
Pemilik Perusahaan;

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi Surat Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris
yangtelah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

Fotokopi NPWP

Neraca Awal Perusahaan;

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

SIUP  Asli  (sebelum perubahan) bagi pemohon
pembaharuan dan perubahan

Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

d. Perusahaan Perseorangan

1.

2.

Mengisi formulir permohonan lIzin Usaha Perdagangan
bermeterai Rp. 6.000,-
Fotokopi KTP Penanggung Jawab / Direktur Utama /
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Pemilik Perusahaan

Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan (apabila
ada)

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

SIUP  Asli  (sebelum perubahan) bagi pemohon
pembaharuan dan perubahan

Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

B. Permohonan Pendaftaran Ulang

1.

2.

w

o u

Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Perdagangan
bermeterai Rp. 6.000,-

Fotokopi KTP Penanggung Jawab / Direktur Utama /
Pemilik Perusahaan

Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan (apabila ada)
Neraca Perusahaan (tahun Terakhir khusus untuk perseroan
terbatas.

Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

SIUP  Asli  (sebelum perubahan) bagi pemohon
pembaharuan dan perubahan

Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

C. Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan:

1.

2.

Mengisi formulir permohonan lzin Usaha Perdagangan
bermeterai Rp. 6.000,-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat
Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor
Cabang/Perwakilan Perusahaan.

Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah
dilegalisir oleh Pejabat Pejabat Penerbit SIUP.

Fotokopi Dokumen Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan
Perusahaan.

Surat pernyataan domisili usaha bermaterai Rp.6.000-
diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

D. Dalam hal SIUP hilang, rusak atau tidak terbaca, Perusahaan
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian
SIUP kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Perizinan
untuk memperoleh SIUP Pengganti dengan dilengkapi :

1.

2.

Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
atau
SIUP asli yang rusak atau tidak terbaca.
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM
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3. PENDAFTARAN
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ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

© oo N A~WDN

el
— o
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST ho a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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29. Jenis Pelayanan Administrasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang- undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Rl Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3214).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M -DAG/PER/9/2007
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan sebagiamana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Meneteri
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-
DAG/PER/9/2007  tentang  Penyelenggaraan  Pendaftaran
perusahaan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Izin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi
Perusahaan Perdagangan sebagaiaman diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-
DAG/PER/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan ~ Republik  Indonesia  Nomor :  77/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan
dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan
Perdagangan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian ~ Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

I. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Baru

A. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

2. Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab;

3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

4. Fotokopi akta pendirian perseroan yang disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM;

5. Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada);
6. Fotokopi NPWP
7. Asli dan Fotokopi keputusan pengesahan sebagai badan

hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah
berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-
undang Perseroan Terbatas;
8. Fotokopi SIUP atau surat keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

B. Perusahaan berbentuk Koperasi:
1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab;
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopi akta pendirian koperasi;
Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari

o
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pejabat yang berwenang;

Fotokopi NPWP

Fotokopi izin usaha atau surat Kketerangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

C. Perusahaan berbentuk CV :

1.
2.

o ok

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab;

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian perusahaan;

Fotokopi NPWP

Fotokopi SIUP atau surat keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

D. Perusahaan berbentuk Firma (Fa) :

1.
2.

3.

o

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab;

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian perusahaan;

Fotokopi NPWP

Fotokopi izin usaha atau surat Kketerangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

E. Perusahaan Perseorangan :

1.
2.

3.

o

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab;

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

F. Perusahaan berbentuk badan usaha lain :

1.
2.

3.

S

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab;

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian perusahaan;

Fotokopi NPWP
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6. Fotokopi izin wusaha atau surat Kketerangan yang
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang;

7. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

G. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

2. Fotokopi KTP penanggung jawab;

3. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-

4. Fotokopi akta  pendirian  kantor  cabang/kantor
pembantu/perwakilan perusahaan atau surat penunjukan
atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan
Perusahaan dan/atau surat penunjukan Kepala kantor
cabang/kantor pembantu/perwakilan perusahaan
Fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan;
6. Fotokopi izin wusaha atau surat Kketerangan yang

dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang atau Kantor Pusat yang bersangkutan.
7. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-

o

2.
H. Pendaftaran perusahaan bagi agen atau anak perusahaan

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas sesuai

dengan bentuk perusahaannya.

1. Formulir pendaftaran PT sebagaimana dimaksud huruf a
diatas ditandatangani oleh Direktur Utama atau
Penanggungjawab.

2. Formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud
angka 1 huruf b sampai dengan huruf g ditandatangani oleh
Pengurus / Penanggungjawab / Pemilik.

Il. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggantian
Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang
didaftarkan dengan mengisi formulir perubahan yang sudah
ditentukan dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan
sebagai berikut :
A. Perseroan Terbatas (PT):
1. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan pengesahan
Menteri Hukum dan HAM melampirkan :
Fotokopi akta perubahan anggaran dasar;

- Asli dan Fotokopi pengesahan perubahan anggaran dasar;

- TDP asli.

2. Perubahan anggaran dasar yang merupakan laporan kepada

Menteri Hukum dan HAM melampirkan :

Fotokopi akta perubahan anggaran dasar;

- Asli dan Fotokopi laporan akta perubahan anggaran dasar
perseroan Yyang telah diketahui dan diterima oleh
Departemen Hukum dan HAM;;

- TDP asli.

3. Perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan
kepada Departemen Hukum dan HAM, melampirkan :
Asli dan Fotokopi risalah/berita acara Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan pengurus
atau akta bermeterai risalah/berita acara RUPS yang

108




dibuat oleh Notaris;

- Asli dan Fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan
terjadinya perubahan dari Departemen Hukum dan HAM
atau copy bukti/resi pengiriman pos;

- TDP asli.

B. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan perusahaan lain,
melampirkan :

1. Asli dan copy risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang
perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan;

2. TDPasli.

C. Perusahaan yang TDP-nya hilang wajib mengajukan
penggantian secara tertulis dengan melampirkan surat
keterangan kehilangan dari kepolisian.

Il. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pembaharuan

A. Pembaharuan TDP dilakukan tanpa melampirkan persyaratan
yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya;

B. Pembaharuan TDP diajukan dengan menyertakan TDP asli dan
mengisi Formulir pendaftaran perusahaan yang sudah
ditentukan;

C. Perusahaan yang wajib Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
(LKTP) yang melakukan pembaharuan TDP  wajib
melampirkan copy SPT-LKTP tahun buku terakhir.
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

v
7. TATA USAHA

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen
permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
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selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp 0,-

Produk Pelayanan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadali.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

— T ho a0 o

Pengawasan
internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan
pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan
keamanan dan
keselamatan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
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pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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30. Jenis Pelayanan Administrasi Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW)

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
53/M - DAG/ PER/8 / 2012 tentang Penyelenggaraan
Waralaba.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

1. Permohonan Baru Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

(STPW) Pemberi Waralaba

a. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

b. Fotokopi KTP

c. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

d. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan

usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta

pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;

Fotokopi Perjanjian Waralaba;

Fotokopi Izin Usaha;

Fotokopi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Foto copi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

. Komposisi Penggunaan tenaga kerja;

m. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

n. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

—xXTmoQ o

Permohonan Baru Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

(STPW) Pemberi Waralaba Lanjutan.

a. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

b. Fotokopi KTP

c. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

d. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan

usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta

pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Izin Usaha;

Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;

Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta

Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi

Berwenang;

J. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan

k. Komposisi penggunaan tenaga kerja;

I. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

m.Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

- TQ o

Permohonan Baru Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW) Penerima Waralaba Lanjutan
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M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Izin Usaha;

Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi
Waralaba Lanjutan;

Fotokopi Perjanjian Waralaba;

Fotokopi STPW sebagai Pemberi Waralaba Lanjutan;
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta
Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi
Berwenang;

Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan

Komposisi penggunaan tenaga kerja;

. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

. Permohonan Perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW)

a.
b.
C.

—h @

S @

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima
Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
Dokumen-dokumen lainnya apabila mangalami perubahan

data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
Laporan penggunaan produk dalam negeri.

. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

=

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

© oo N A~WDN

el
— o
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST ho a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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31. JenisPelayanan Administrasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar
Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
sebagaimana diubah dengan Perda NOmor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang
Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko
M odern
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan
2. | Persyaratan A. Baru
Pelayanan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.6000,-
2. FotokopiKTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.
5. Fotokopi NPWP
6. FotoCopy Surat Kesesuaian Tata Ruang
7. FotokopilzinPrinsip ;
8. Fotokopilzin Lokasi bagi yang dipersyaratkan
9. Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
12. Minimarket ditambah persyaratan :
Rencana kemitraan dengan usaha mikro, Kkecil, dan
menengah ;
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan
mematuhi ketentuan yang berlaku;
Surat pernyataan Minimarket tidak berjejaring/waralaba
atau Minimarket berjejaring/waralaba;
Rekomendasi  Kepala Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan Kab.Grobogan
13. Supermarket, Department Store, Hypermarket, Dan

Grosir/Perkulakan ditambah persyaratan :
Rekomendasi  Kepala Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan Kab.Grobogan dengan dilampiri Hasil
analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan
pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Fotokopi Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konsultansi
Badan/Lembaga Independen penyusun analisa kondisi
sosial ekonomi masyarakat ;
Surat pernyataan kemitraan dengan usaha mikro, kecil,
dan menengah;
Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku, mengenai jam buka dan
penggunaan tenaga kerja lokal;
Surat pernyataan Supermarket tidak berjejaring/waralaba
atau Supermarket berjejaring/waralaba;
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- Proposal rencana kegiatan yang memuat profil
perusahaan, jarak dari pasar traditional dan rencana
kegiatan dan rencana kemitraan ;

B. Perpanjangan dan Perubahan :

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. Fotokopi KTP

3. 1zin Usaha Toko Modern (IUTM) asli (untuk perubahan dan
atau perpanjangan );

4. Data Pendukung perubahan

5. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

1_
1_
F
F
F
S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi
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Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp 0,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Toko Modern

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadal.

Lapangan parkir.

Toilet.

Loket pelayanan.

Ruang sekretariat tim teknis.

Aplikasi SPIPISE

Televisi

Website.

Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.

. Lemari dokument.

. Komputer.

. Printer.

. Telepon/ facsimile.

. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

— T ho a0 o

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

Pengawasan internal

1.
2.

Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,

dan

melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Toko Modern
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sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12 | Jaminan pelayanan | Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
pelayanan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

pelaksana
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32. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar
Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
sebagaimana diubah dengan Perda NOmor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang
Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko
M odern

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

N

HoOooo~No O

12.
13.

14.

15.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Foto Copy Surat Kesesuaian TataRuang

Fotokopi Izin Pemanfaatan Tanah bagi yang dipersyaratkan
Fotokopilzin Prinsip ;

Fotokopilzin Lokasi bagi yang dipersyaratkan

Fotokopi Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen
AMDAL/UKL-UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL

. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta

rekomendasi dari dinas instansi yang berwewenang
Fotokopi Izin M endirikan Bangunan (IM B)

Rekomendasi Teknis dari kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

l_
1_
F
F
F
S

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK 1zin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM
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Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp 0,-

S

Produk Pelayanan

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— T ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Toko Modern
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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33. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional ,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan
Perda NOmor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14
tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. FotokopiKTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya.
5. Fotokopi NPWP
6. Surat Keterangan Domisili Usaha yang diketahui kepala
desa/kelurahan dan camat
7. Fotokopi SertifikatKepemilikan Tempat Usaha/AktaJual Beli/Surat
sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahanperu
ntukan sesuai dengan bidangusaha
8. FotoCopy Surat Kesesuaian TataRuang
9. Fotokopilzin Pemanfaatan Tanah bagi yang dipersyaratkan
10. FotokopilzinPrinsip ;
11. Fotokopilzin Lokasi bagi yang dipersyaratkan
12. Fotokopilzin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-
UPL bagi yang diwajibkan ) atau SPPL
13. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sertarekomendasi
dari dinas instansi yang berwewenang
14. Fotokopilzin Mendirikan Bangunan (IM B)
15. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (T DP)
16. Rekomendasi Ketenagakerjaan
17. Rekomendasi Teknis dari kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
18. Rencana Kemitraan dengan Usaha M ikro dan Kecil
19. FotokopiAdvis Planning bagi pemohon baru yang akan membangun
20. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku
21. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
22. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan

1. a. START

Prosedur
4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon
2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN
6. PENOMORAN SK
7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM
Keterangan Bagan :
1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan
2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke
Sekretaris Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM
Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan

Penyelesaian

benar
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5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau fasilitas | 3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
pelaksana sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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34. Jenis Pelayanan Administrasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Peraturan menteri Perdagangan RI No. 16/M-DAG
/PER/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman M odal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

=

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan usaha atau
badan usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya.
Fotokopi NPWP

Fotokopi IM B Pendirian Gudang

Fotokopi Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP).

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

FotokopiPerjanjian Pemakaian/Penguasaan Gudang bagi Penyewa
Gudang

. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-

Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

3. PENDAFTARAN

ditolak

4. CEK LAPANGAN

5. PEMROSESAN

l
1
l
|

7. TATA USAHA

l
=2y
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7.

8.

Keterangan Bagan

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan memberikan
rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan Kabid
. Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK 1zin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM

Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
Penyelesaian benar
Biaya/ Tarif Rp 0,-

Produk Pelayanan

Tanda Daftar Gudang (TDG)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

©ooNo AN E

e
— o

[EEN
N

Ruang tunggu yang memadai.

Lapangan parkir.

Toilet.

Loket pelayanan.

Ruang sekretariat tim teknis.

Aplikasi SPIPISE

Televisi

Website.

Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.

. Lemari dokument.

13.
. Printer.

. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

Komputer.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
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Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum TU
Caraka

g
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
[
J
1

9 [ Pengawasan . Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang menangani Tanda Daftar Gudang (TDG) sebanyak 10
orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan pelayanan | Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
pelayanan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

pelaksana
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35. Jenis Pelayanan Administrasi Tanda Daftar Industri (TDI)

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri.

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/m-IND/PER/6/2008
tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2005
tentang Izin Industr

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian ~ Kewenangan ~ Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

2. | Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

4. Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

N

5. Fotokopi NPWP

6. Surat Keterangan Domisili Usaha yang diketahui kepala
desa/kelurahan dan camat

7. Fotokopilzin Lokasi

8. FotokopiSPPL

9. FotokopiSurat Izin Usaha atau yang dipersamakan

10. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

11. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
i’
3
£
i
|
J

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN o EIE I

2 I4—Iq_

5. PEMROSESAN

6. KEPALA DINAS

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen
permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

Tanda Daftar Industri (TDI)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

©oNoa~wDN
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Kompetensi Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— S "0 a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM 'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Tanda Daftar Industri

sebanyak 10 orang.

(TDI)

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan dan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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keselamatan pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin

keasliannya.

14

Evaluasi Kkinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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36. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Industri ( 1Ul )

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/m-IND/PER/6/2008
tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2005

tentang Izin Industri
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian ~ Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

no

O Nou

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

FotokopiIMB

Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Y
g
z
#
!
|
j

A—
-

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN [ RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l“

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen
permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
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selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp 0,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Industri (TDI)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

— T ho a0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Industri (IUI) sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
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keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

138




37. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Penyelenggaraan Optikal

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 544/M ENKES/SK/V/2002
tentang Regristrasi dan 1zin Kerja Refraksionis Optisien

Keputusan M enteri Kesehatan RI Nomor
1424/M ENKES/SK/X1/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Optikal

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

A

1.
2.
3.

LN O

B.

Baru
M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP
Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya.
Fotokopi NPWP
FotokopiIMB
Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-

Pembaharuan izin Penyelenggaraan Optikal sama permohonan baru
dengan penambahan persyaratan :

1. Surat izin Penyelenggaraan Optikal yang lama

2. Fotokopi Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP)

3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

Y
4
2
&
i
|
J

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN [ R

5. PEMROSESAN

6. KEPALA DINAS

7. TATA USAHA

l.‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan  rekomendasi  untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak
memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan
dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.
Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan  kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM

4. | Jangka Waktu [ 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
Penyelesaian benar
5. | Bilaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Izin Penyelenggaraan Optik
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau 3. Toilet.
fasilitas 4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g. Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
j. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM S, Telepon, Website, dan
pengaduan, melalui petugas loket pengaduan.
saran dan
masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Penyelenggaraan Optikal sebanyak
pelaksana 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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keamanan dan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
Kinerja
pelaksana
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38. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Penyelenggaraan Apotek

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/M ENKES/PER/V/2011
Tentang Registrasi, lzin, Praktek, dan 1Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1332/MENKES/SK/X /2002 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 922/M ENKES/ PER/X/1993 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pemberian 1zin Apotik.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan ~ Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

A. Baru / Keterangan pindah alamat, status kepemilikan dan atau nama
penanggung jawab

LN

No aks

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

FotokopiIMB

Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-

B. Pembaharuan

1.

wn

PoOo®o~No oA

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

Fotokopi APA dan PSA

Surat izin penyelenggaran apotik yang lama;

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

0. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

7. TATA USAHA

l‘

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan  rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak
memenuhi syarat administrasi dan teknis, = maka permohonan
dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.
Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
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8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

4. | Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
Penyelesaian dan benar
5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Izin Penyelenggaraan Apotek
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau fasilitas | 3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. KepalaDinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
i. Pengadministrasi umum TU
j. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Penyelenggaraan Apotek
pelaksana sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
pelayanan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

keamanan dan
keselamatan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
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pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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39. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Klinik

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/M enkes/PER/2011 Tentang
Klinik.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Prosedur
Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Grobogan

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan

2. | Persyaratan 1.  Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

4. Fotokopi NPWP
5. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang
6. FotokopilzinPrinsip
7. FotokopilMB
8. Penamaan klinik
9. Pasfotoberwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
10. Rekomendasi teknis pendirian dari Dinas Kesehatan
11. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetap kan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke
Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan  kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM
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4. | Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
Penyelesaian benar
5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Pelayanan | 1zin Mendirikan Klinik
7. | Sarana, prasarana 1. Ruang tunggu yang memadai.
dan/atau fasilitas . Lapangan parkir.
3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. KepalaDinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
0. Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang menangani Izin Mendirikan Klinik sebanyak 10
orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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40. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Operasional Klinik

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/2011 Tentang
Klinik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Prosedur
Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

A. Baru

1.

wn

©CoNoOA

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

FotokopiIMB

Fotokopi lzin Menyelenggarakan Klinik

Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Rekomendasi teknis operasional dari Dinas Kesehatan

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-

B. Perpanjangan lIzin

1.
2.

w

NG~

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

Surat 1zin Penyelenggaraan Klinik Lama

Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Rekomendasi teknis operasional dari Dinas Kesehatan

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan

1. a. START
Prosedur
4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon
2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN
6. PENOMORAN SK
7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM
Keterangan Bagan :
1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan
2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf olen Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke
Sekretaris Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
7. SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM
Jangka Waktu 5 (lima) hari Kkerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
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Penyelesaian

benar

5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Izin Operasional Klinik
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau fasilitas | 3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. KepalaDinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g. Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Operasional Klinik sebanyak 10
pelaksana orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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41. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Rumah Sakit

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Ruma Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/M ENKES/PER/1/2010
Tentang Perizinan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 340/ MENKES/ PER/ 111/
2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan
2. | Persyaratan A. Baru
Pelayanan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Fotokopi KTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopi NPWP
1. Surat keterangan Kesesuaian Tata Ruang
2. Fotokopi Izin Prinsip
3. Fotokopi Izin Lokasi bagi yang dipersyaratkan
4. Fotokopi IMB
5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Penunjukan Penggunaan
lokasi atas nama Pemohon dari Akte Notaris untuk bangunan
RumahSakit
5. Penamaan Rumah Sakit
6. Pasfotoberwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
7. Rekomendasi teknis mendirikan rumah sakit dari Dinas Kesehatan
8. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-

B. Perpanjangan lIzin

1.
2.

w

N A

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi NPWP

Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Lama

Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Rekomendasi teknis operasional dari Dinas Kesehatan

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan

1. a. START
Prosedur
4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon
2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN
6. PENOMORAN SK
7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM
Keterangan Bagan :
1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan
2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf olen Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke
Sekretaris Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
7. SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM
Jangka Waktu 5 (lima) hari Kkerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
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Penyelesaian

benar

5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Izin Mendirikan Rumah Sakit
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau fasilitas | 3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. KepalaDinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g. Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Mendirikan Rumah Sakit sebanyak
pelaksana 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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42.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Operasional Rumah SakitSementara dan Tetap (Kelas
C dan Kelas D)
No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Ruma Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/M ENKES/PER/I/2010
Tentang Perizinan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 340/ MENKES/ PER/ 11/
2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. FotokopiKTP

3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

4. Fotokopi NPWP

5. FotokopilMB

6. lzin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional
untuk pertama kali;

7. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana
strategi, dan struktur organisasi;

8. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang
meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan
prasarang;

9. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan
prasarana pendukung;

10. lzin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;

11. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

12. Daftar sumber daya manusig;

13. Daftar peralatan medis dan nonmedis;

14. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

15. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan
berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu

16. Dokumen administrasi dan manajemen.

17. Rekomendasi teknis opersional Rumah Sakit Sementara dan Tetap
(Kelas C dan Kelas D) dari Dinas Kesehatan

18. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan

1. a. START
4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon
2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN
6. PENOMORAN SK
7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM
Keterangan Bagan :
1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan
2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf olen Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke
Sekretaris Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
7. SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM
Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
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Penyelesaian benar
5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Pelayanan | Izin Operasional Rumah Sakit Sementara dan tetap (Kelas C dan Kelas D)
7. | Sarana, prasarana | 1. Ruang tunggu yang memadai.
dan/atau fasilitas . Lapangan parkir.
3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
i. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 [ Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang menangani Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
dan tetap (Kelas C dan Kelas D) sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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43. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Laboratorium Kilinik

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Permenkes No. 411/Menkes/Per/111/2010 tentang Laboratorium
Klinik

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

wpE

No ok

B2 oo

B.

wrhE

©CoNoO A

Baru/ Keterangan pindah alamat, status kepemilikan dan atau nama
penanggung jawab
M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP
Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
Fotokopi NPWP
FotokopiIMB
Fotokopi SIP / SIK penanggungjawab
Fotokopisertifikat pelatihan/pendidikan dan atau surat keterangan
pengalaman teknis laboratorium bagi penanggungjawab
Rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan
Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-

Perpanjangan lIzin
M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Fotokopi KTP
Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
Fotokopi NPWP
FotokopiIMB
Surat izin Laboratorium Klinikyang lama
Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
Rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan
Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
i’
3
£
i
|
J

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN o EIE I

2 I4—Iq_

5. PEMROSESAN

6. KEPALA DINAS

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan  rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak
memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan
dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.
Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lIzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan  kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM

4. | Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
Penyelesaian benar
5. | Bilaya/ Tarif Rp O,-
6. | Produk Izin Laboratorium Klinik
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau fasilitas | 3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. KepalaDinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g. Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
j. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Laboratorium Klinik sebanyak 10
pelaksana orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

keamanan dan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
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keselamatan

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin

pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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44. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Penyelenggaraan Puskesmas

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 th 2009 Tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/M ENKES/ SK/II/ 2004
Tentang Puskesmas.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan
2. | Persyaratan A. Baru
Pelayanan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Surat Pengajuan dari Kepala Dinas Kesehatan
3. Fotokopi KTP KepalaDinkes
4. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
5. Fotokopi NPWP
6. FotokopilMB
7. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan
8. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-
B. Perpanjangan lIzin
1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Surat Pengajuan dari Kepala Dinas Kesehatan
3. Fotokopi KTP Kepala Dinkes
4. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan
5. Fotokopi NPWP
6. FotokopilMB
7. FotokopiizinPenyelenggaraan Puskesmas yang lama
8. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan
9. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-
3. | Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur
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1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

l_
l_
F
F
F
S

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf olen Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke
Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM

Jangka Waktu

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan

164




Penyelesaian benar
5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Pelayanan | Izin Penyelenggaraan Puskesmas
7. | Sarana, prasarana | 1. Ruang tunggu yang memadai.
dan/atau fasilitas . Lapangan parkir.
3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
i. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 [ Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang menangani Izin Penyelenggaraan Puskesmas
sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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45. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pedagang Eceran Obat

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Obat Keras (St.1937 No.541);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintan Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VII/72 tentang
Pedagang Eceran Obat;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor
167/KAB/B.VII/1972 tentang pedagang Eceran Obat;

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan ~ Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. FotokopiKTP

3. FotokopiSurat Keterangan Domisili

4. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

5. Fotokopi NPWP

6. Fotokopiturunanijazah dan surat izin kerja asisten apoteker

7. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker

8. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai
Rp 6.000.-
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Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

v
Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan  rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak
memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan
dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.
Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
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selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

Izin Pedagang Eceran Obat

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

- T@e ho o0 o

Pengawasan
internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Pedagang Eceran Obat sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
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keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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46. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1984 tetntang Perindustrian;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/111/2007
tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.4.1380 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat
Tradisional yang Baik;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan ~ Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

el NS

o

Mengisi formulir permohonan bermeteral Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Fotokopi Surat Keterangan Domisili

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya.
Fotokopi NPWP

Fotokopibukti penguasaan tanah dan bangunan

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan

Fotokopi Surat 1zin Usaha Perdagangan

Surat Pernyataan Kesediaan M enerapkan CPOTB bermeterai Rp
6.000

. FotokopiSTTSPBB;

Fotokopiterdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan bukti
lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;
Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan atau Timm Teknis
Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;

. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

3. PENDAFTARAN

ditolak
4. CEK LAPANGAN [ E I

5. PEMROSESAN

l

1

l
==

6. KEPALA DINAS

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan  rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak
memenuhi syarat administrasi dan teknis, = maka permohonan
dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.
Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
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7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp O,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

© N akrwN
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

— T N a0 o

Pengawasan
internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang lzin Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT)sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan
pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan
keamanan dan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
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keselamatan

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin

pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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47. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Peternakan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak, Bab VIII Pasal 39 ayat 1 dan 2 tentang

Kawasan Usaha Peternakan;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/ 6/ 2002
Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan Hewan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan ~ Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan

Persyaratan
Pelayanan

A

HoOooo~No O

Mengisi formulir permohonan bermeterar Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila
pengurusan izin dikuasakan

Fotokopiaktapendirian / perubahan perusahaan bagi badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya.
Fotokopi NPWP

Fotokopi IMB;

Fotokopidokumen UKL-UPL atau dokumen lingkungan lainnya;
Denah Lokasi Usaha;

Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan

. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai

Rp 6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan

1. a. START

Prosedur
4 Berkas tidak memenuhi syarat
P Dikembalikan ke pemohon
2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN
6. PENOMORAN SK
7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM
Keterangan Bagan :
1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan
2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi
3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh kepala
seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan
ke Sekretaris Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM
Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
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Penyelesaian

benar

5. | Biaya/ Tarif Rp 0,-
6. | Produk Izin Usaha Peternakan
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau fasilitas | 3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. KepalaDinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
g. Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
I. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan
pengaduan, saran | melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Peternakan sebanyak 10
pelaksana orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
pelayanan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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48. Jenis Pelayanan Adminsitrasi 1zin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2012;

2. Peraturan Pemerintah Nomor.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesejahteraan Hewan;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan;

4. Peraturan M enteri Pertanian Nomor
13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah
Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
(Meat Cutting Plant)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Pelayanan Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa

bila pengurusan izin dikuasakan

4. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan

usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta

pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi Izin Lingkungan

Fotokopi IMB,;

Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa

Fotokopi DED (Detail Engineering Design);

0. Fotokopi Dokumen RT/RW

1. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

w N

RROx~No O
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

l_
1_
F
F
F
S

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu

5 (hma) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
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Penyelesaian

dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST "o a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Mendirikan Rumah Potong
Hewan Ruminansia sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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49. Jenis Pelayanan Adminsitrasi 1zin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah
Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
(Meat Cutting Plant)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

w N

o u

10.
11.
12.
13.
14.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Nama dan Lokasi RPH-R (Izin Pendirian RPH-R);

Sarana dan Prasarana yang dimiliki (peralatan, sumber air,
listrik);

Dokter Hewan/Petugas bertanggungjawab (surat tugas/FC
ljazah Dokter Hewan);

Juru Sembelih halal (fotokopi sertifikat juru sembelih halal);
Fotokopi Dokumen NV (Nomor Kontrol Veteriner);

Fotokopi sertifikat butcher;

Fotokopi SIUP TDP;

Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
i Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Opeasional Rumah Potong Hewan Ruminansia

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Mendirikan Rumah Potong
Hewan Ruminansia sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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50. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2012;

2. Peraturan Pemerintah Nomor.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesejahteraan Hewan;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan;

4. Surat Keputusan M enteri Pertanian Nomor
557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah
Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa

bila pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.
Fotokopi NPWP
Fotokopi Izin Lingkungan;
Fotokopi IMB;
Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa
Fotokopi DED (Detail Engineering Design);
0. Fotokopi Dokumen RT/RW
1. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

RB©Oo~No O
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (hma) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Mendirikan Rumah Potong
Unggas sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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51. Jenis Pelayanan Adminsitrasi I1zin Mendirikan Rumah Potong Unggas

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan;

Surat Keputusan M enteri Pertanian Nomor
557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah
Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

=

w N

10.
11.
12.
13.
14.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Nama dan Lokasi RPU (lzin Mendirikan RPU)

Sarana dan prasarana yang dimiliki (peralatan, sumber air,
listrik);

Dokter hewan/petugas yang bertanggung jawab (surat tugas/FC
ljazah dokter hewan);

Juru sembelih halal (fotokopi sertifikat juru sembelih halal);
Fotokopi Dokumen NKV (Nomor Kontrol Veteriner);
Fotokopi NPWP;

Fotokopi SIUP dan TDP;

Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

1_
1_
F
F
F
S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Operasional Rumah Potong Unggas

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Operasional Rumah Potong
Unggas sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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52. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

2.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

Undang-undang Nomor.41 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

N =

B ©O©oo~NoO

11.

12.

Mengisi formulir permohonan bermeteral Rp. 6000,-

Fotokopi KTP

Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa
bila pengurusan izin dikuasakan

Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan bagi badan
usaha atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya.

Fotokopi NPWP

Fotokopi SIUP dan TDP;

Fotokopi IMB;

Pasfoto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

Dokumen pengelolaan limbah;

. Proposal teknis yang dilengkapi dengan :

Jenis dan jumlah sarana yang digunakan

Daftar rencana asal daging atau supplier
Hasil pengujian laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Kesmavet)
Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

1_
1_
F
F
F
S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Toko dan Usaha Penjualan
Daging sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

191




53. Jenis Pelayanan Adminsitrasi 1zin Pendirian Klinik Hewan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor.47 Tahun 2014 tentang
pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian NO.64/Permentan/OT.140/9/2007
tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
Peraturan Menteri Pertanian NO.02/Permentan/OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa M edik Veteriner;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

=

RO ~NoO

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan
usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan;

Izin Prinsip/lokasi klinik hewan;

Fotokopi DED (Detail Engineering Design);

Fotokopi Izin Lingkungan;

Fotokopi IMB,;
. Rekomendasi dari Otoritas Veteriner Kabupaten;
. Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama

(bila tempat usaha menyewa);

. Pasfoto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
13.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

192




Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

l_
l_
F
F
F
S

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan 1zin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pendirian Klinik Hewan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Pendirian Klinik Hewan
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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54. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Operasional Klinik Hewan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor.47 Tahun 2014 tentang
pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/9/2007
tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
Peraturan Menteri Pertanian No.02/Permentan/OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa M edik Veteriner;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

=

17.

18.
19.

20.
21.

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan
usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi Izin Pendirian Klinik Hewan;

Fotokopi Izin Lingkungan;

Fotokopi IMB;

Fotokopi Izin Praktek semua tenaga medik veteriner;

Proposal teknis yang dilengkapi dengan :

. Sertifikat Kompetensi semua dokter hewan
. Gambar (DED) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana

pendukung

. Denah lokasi klinik

. Daftar fasilitas sarana dan peralatan medis dan non medis

. Daftar sediaan farmasi

. Daftar tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia

. Surat pernyataan kesediaan membuat papan nama dengan

mencantumkan bentuk usaha pelayanan klinik hewan, alamat
yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;

Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundang-
undangan mengena kesehatan hewan;

Rekomendasi dari otoritas veteriner kabupaten

Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama
(bila tempat usaha menyewa);

Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
P Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Operasional Klinik Hewan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Operasional Klinik Hewan
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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55. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah  Nomor.47 Tahun 2014 tentang
pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian NO.64/Permentan/OT.140/9/2007
tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
Peraturan Menteri Pertanian NO.02/Permentan/OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa M edik Veteriner;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

=

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan
usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan;

Izin Prinsip/lokasi ruah sakit hewan;

Fotokopi studi kelay akan;

Fotokopi masterplan;

Fotokopi DED (Detail Engineering Design);

. Fotokopi Izin Lingkungan;

. Fotokopi IMB;

. Rekomendasi dari Otoritas Veteriner Kabupaten;

. Surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan rumah

sakit hewan;

. Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama

(bila tempat usaha menyewa);

. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
.Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
P Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Pendirian Rumah Sakit
Hewan sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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56. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Operasional Rumah Sakit Hewan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah  Nomor.47 Tahun 2014 tentang
pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/9/2007
tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
Peraturan Menteri Pertanian No.02/Permentan/OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa M edik Veteriner;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

=

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara

Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP

Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada

orang lain;

Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan

usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan;

Fotokopi Izin Prinsip/lokasi rumah sakit hewan;

Fotokopi sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan

lokasi atas nama pemohon dari akta notaris untuk bangunan

rumah sakit hewan;

Fotokopi Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan;

Fotokopi Izin Lingkungan;

Fotokopi IMB,;

Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

Dokumen administrasi dan manajemen;

Fotokopi Izin Praktek semua tenaga medik veteriner;

Proposal teknis yang dilengkapi dengan :

e Sertifikat Kompetensi semua dokter hewan

e Profil rumah sakit hewan, meliputi visi dan misi, lingkup
kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi

e Daftar pelayanan yang dilaksanakan;

e Gambar (DED) dan foto bangunan serta sarana dan
prasarana pendukung

e Denah lokasi klinik

e Daftar fasilitas sarana dan peralatan medis dan non medis

e Daftar sediaan farmasi

e Daftar tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia

Surat pernyataan kesediaan membuat papan nama dengan

mencantumkan bentuk usaha pelayanan rumah sakit hewan,

alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;

Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundang-

undangan mengena kesehatan hewan;
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17. Rekomendasi dari otoritas veteriner kabupaten

18. Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama
(bila tempat usaha menyewa);

19. Pasfoto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

20. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

1_
1_
F
F
F
S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi

pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh

kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
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5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.0,-

Produk Pelayanan

Izin Operasional Rumah Sakit Hewan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan 11
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST N o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Operasional Rumah Sakit
Hewan sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuail dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

N

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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57. Jenis Pelayanan Adminsitrasi Izin Toko Obat dan Pangan Hewan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintan Nomor.78 Tahun 1992 tentang Obat
Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian NO.18/Permentan/OT.140/4/2009
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat
Hewan;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

11.
12.

Mengisi formulir permohonan bermeterar Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan
usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi NPWP

Daftar sarana/peralatan yang dimiliki;

Fotokopi IMB;

Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama
(bila tempat usaha menyewa)

Fotokopi SIUP;

. Proposl teknis yang dilengkapi dengan daftar bentuk dan

macam sediaan yang akan dijual serta denah layout tempat
usaha;

Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

A
g
Z
&
!
|
J

§

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

3. PENDAFTARAN

ditolak

4. CEK LAPANGAN

5. PEMROSESAN

| I I I

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Toko Obat dan Pakan Hewan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

=

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Il

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan 11
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST ho a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Toko Obat dan Pakan Hewan
sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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58. Jenis Pelayanan Adminsitrasi 1zin Depo Obat Hewan

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hean sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor.41 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintan Nomor.78 Tahun 1992 tentang Obat
Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian NO.18/Permentan/OT.140/4/2009
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat
Hewan;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

o

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Mengisi formulir permohonan bermeterar Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan
usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan;

Surat Pernyataan dari penanggung jawab teknis (dokter
hewan/apoteker/asisten  apoteker) dengan  melampirkan
fotokopi ijazah;

Fotokopi IMB,;

Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama
(bila tempat usaha menyewa)

Fotokopi SIUP;

Fotokopi TDP;

Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
pengurus daerah setempat atau asosiasi Obat Hewan Indonesia
Pusat;

Proposal teknis yang dilengkapi dengan daftar bentuk dan
macam sediaan yang akan dijual serta denah layout tempat
usaha;

Daftar sarana/peralatan yang dimiliki;

Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

8. PENGAMBILAN SK,
Pengisian SKM

A\
g
5
&
|
|
J

3. PENDAFTARAN

l

l

l
E==

ditolak
4. CEK LAPANGAN B RE I

5. PEMROSESAN

7. TATA USAHA

l‘

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna
memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis
Pelayanan  Perizinan  memberikan  rekomendasi  untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala DPMPTSP.
Jika Dberkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke
pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses,
dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh
Kasi dan Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
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diteruskan untuk penomoran

7. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

8. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara
lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Depo Obat Hewan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Il

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan 11
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST ho a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Izin Depo Obat Hewan sebanyak
10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

212




59. Pelayanan Adminsitrasi lIzin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan Dalam Daerah

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Koperasi No.15 tahun 2015 tentang Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi Bab.l1l Pasal 8;

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Grobogan.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP

Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada

orang lain;

3. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan

usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

Fotokopi NPWP

Neraca

Perhitungan hasil Usaha

Fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas

Fotokopi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (yang

lama)

9. Surat Keterangan Alamat (apabila pindah alamat) Surat
pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-

2. | Persyaratan
Pelayanan

A

o No oA
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi

pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
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Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan Dalam Daerah

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST o o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasidengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah sebanyak 10
orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

215




pelayanan

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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60. Pelayanan Adminsitrasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Koperasi No.15 tahun 015 tentang Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi Bab.11l Pasal 8;

2. Peraturan Menteri Koperasi No.02 tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah No,15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Grobogan.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara

Khusus Warga Negara Asing;

3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

4. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha atau badan
usaha yang berbadan hukum beserta pengesahannya;

5. Nama Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang akan
dibuka dengan melampirkan surat keterangan domisili dari
kelurahan setempat;

6. Fotokopi NPWP

7. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

8. Modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu

9. Fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan
sekuran-kurangnya “Cukup Sehat”

10. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya (Daftar Inventaris)

11. Neraca dan hasil perhitungan hasil usaha koperasi yang
bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir

12. Rencana kerja cabang paling sedikit 2 (dua) tahun

13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar
nama calon karyawan kantor cabang

14. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar
kompetensi dan surat keterangan catatan dari kepolisian
(SKCK)

15. Persyaratan Pembukaan Kantor Kas :

— Memiliki Kantor cabang dan kantor cabang pembantu
— Nama calon kepala kantor kas + SKCK

16. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

2. | Persyaratan
Pelayanan

A
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi

218




SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— S "o o0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Pembukaan Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah
Kabupaten/Kotasebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuarl dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
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dan keselamatan
pelayanan

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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61. Pelayanan Adminsitrasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.
2. | Persyaratan Persyaratan Administratif :
Pelayanan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat lzin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
5. Susunan Pengurus dan rincian tugas
6. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat
pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
7. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan
Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementrian di Bidang
Hukum.
8. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
Persyaratan Teknis :
1. Persyaratan teknis berupa Dokumen Rencana pengembangan

Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
; Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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62. Pelayanan Adminsitrasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.
2. | Persyaratan Persyaratan Administratif
Pelayanan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat lzin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
5. Susunan Pengurus dan rincian tugas
6. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
Persyaratan Teknis :
1. Hasil penilaian kelayakan
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
3. Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK/TKLB

paling lama 3(tiga) tahun
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

l_
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S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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63. Pelayanan Adminsitrasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan
dan Penutupan, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterar Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
Hasil studi kelay akan
Isi Pendidikan
Jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
Sarana dan prasarana pendidikan
Pembiayaan pendidikan
Sistem evaluasi dan setifikasi
. Manajemen dan proses pendidikan
.Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

RRO0~Ne O~
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
i Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Pendirian Satuan Pendidikan
Dasar (SD, SMP) sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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64. Pelayanan Adminsitrasi Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan

dan Prosedur

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
4. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan Otobis (badan
usaha)
5. Fotokopi akta pendirian / perubahan Koperasi (Koperasi)
6. Fotokopi Buku Uji Kendaraan / KIR yang masih berlaku
7. Fotokopi SK Izin Trayek Lama
8. Fotokopi IMB Garasi
9. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan
10. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
3. | Sistem, Mekanisme

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

l_
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N

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK

PENGISIAN SKM
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Keterangan Bagan

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
Penyelesaian dan benar
Blaya/ Tarif Rp.0,-

Produk Pelayanan

Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1.
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Ruang tunggu yang memadai.

Lapangan parkir.

Toilet.

Loket pelayanan.

Ruang sekretariat tim teknis.

Aplikasi SPIPISE

Televisi

Website.

Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.

. Lemari dokument.

. Komputer.

. Printer.

. Telepon/ facsimile.

. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

T o o0 o

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka
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9 Pengawasan internal | 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
pengaduan, saran dan melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personilyang menangani Izin Trayek Angkutan Penumpang
Perdesaan sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan pelayanan | Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
pelayanan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

pelaksana
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65. Pelayanan Adminsitrasi Izin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan

ROoo~No O

No Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara

Khusus Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;

Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan Otobis (badan
usaha)

Fotokopi akta pendirian / perubahan Koperasi (Koperasi)
Fotokopi Buku Uji Kendaraan / KIR yang masih berlaku
Fotokopi SK 1zin Trayek Lama

Fotokopi IMB Garasi

Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan

.Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
" Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK

l_
1_
F
F
F
S

PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu

5 (hma) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
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Penyelesaian

dan benar

Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST "o a0 o

Pengawasan Internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin T rayek Angkutan Penumpang
Perdesaan sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi Kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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66. 1zin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi dan Angkutan Khusus)

dan Prosedur

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan  Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
4. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan Otobis (badan
usaha)
5. Fotokopi akta pendirian / perubahan Koperasi (Koperasi)
6. Fotokopi Buku Uji Kendaraan / KIR yang masih berlaku
7. Fotokopi SK Izin Trayek Lama
8. Fotokopi IMB Garasi
9. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan
10. Surat  pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-
3. | Sistem, Mekanisme

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI
3. PENDAFTARAN
4. PEMROSESAN
5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM
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Keterangan Bagan

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lIzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
Penyelesaian dan benar
Blaya/ Tarif Rp.0,-

Produk Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi
dan Angkutan Khusus)

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1.

© oo N O~ LDN
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Ruang tunggu yang memadai.

Lapangan parkir.

Toilet.

Loket pelayanan.

Ruang sekretariat tim teknis.

Aplikasi SPIPISE

Televisi

Website.

Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.

. Lemari dokument.

. Komputer.

. Printer.

. Telepon/ facsimile.

. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

ST "o 00 TP

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU
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J. Caraka

9 Pengawasan internal | 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
pengaduan, saran dan melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang menangani Izin T rayek Angkutan Penumpang
Perdesaan sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan pelayanan | Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
pelayanan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

pelaksana
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67. Pelayanan Adminsitrasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi
Pengendalian dan Retribusi Perpanjangan 1zin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
4. Fotokopi IMTA yang masih berlaku
5. Fotokopi Polis Asuransi
6. Laporan pelaksanaan Diklat bagi TKI pendamping
7. Fotokopi Keputusan RPTKA yang masih berlaku
8. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA
9. Sertifikat diklat bahasa Indonesia yg dikeluarkan lembaga
resmi
10. Surat Rekomendasi dari Dinsosnakertrans Kabupaten
11. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

4

3. PENDAFTARAN

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

I l I I‘

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
Penyelesaian dan benar
Biaya/ Tarif Rp.O0,-
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Produk Pelayanan

Surat Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
Lapangan parkir.
Toilet.
Loket pelayanan.
Ruang sekretariat tim teknis.
Aplikasi SPIPISE
Televisi
Website.
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
. Ruang arsip.
. Lemari dokument.
. Komputer.
. Printer.
. Telepon/ facsimile.
. Alat tulis kantor.

© oo N g A~WDN
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Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Il

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan 11
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

. Caraka

— ST ho o0 o

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personilyang menangani Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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68. Pelayanan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Perayran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Pendaftaraan Lembaga
Pelatihan Kerja
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian  Kewenangan Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.
2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterar Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara
Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP
Penerima Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada
orang lain;
4. Fotokopi Akta Notaris
5. Denah lokasi
6. Sertifikat/keterangan sewa
7. Fotokopi Daftar Sarana dan Prasarana (kurikulum, silabus dan
M ateri)
8. Dokumentasi Sarana dan Prasarana
9. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
10. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

bermeterai Rp 6.000.-
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Sistem, M ekanisme
dan Prosedur

1. a. START

4 Berkas tidak memenuhi syarat
: Dikembalikan ke pemohon

2. INFORMASI

3. PENDAFTARAN

1_
1_
F
F
F
S

4. PEMROSESAN

5. PENANDATANGANAN

6. PENOMORAN SK

7. PENGAMBILAN SK
PENGISIAN SKM

Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum
lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha
yang selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

7. SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu
Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
dan benar
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Biaya/ Tarif

Rp.O0,-

Produk Pelayanan

Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu yang memadai.
. Lapangan parkir.

3. Toilet.

4. Loket pelayanan.

5. Ruang sekretariat tim teknis.

6. Aplikasi SPIPISE

7. Televisi

8. Website.

9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.

10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.

11. Ruang arsip.

12. Lemari dokument.

13. Komputer.

14. Printer.

15. Telepon/ facsimile.

16. Alat tulis kantor.

Kompetensi
Pelaksana

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan 11

Kepala Seksi Pendaftaran

Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
Penatalaksana pendaftaran

Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
Pengadministrasi umum TU

Caraka

T o 0o e

Pengawasan internal

1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
2. Inspektorat Kab Grobogan

10

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website,
dan melalui petugas loket pengaduan.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani 1zin Pendirian Lembaga Pelatihan
Kerja sebanyak 10 orang.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan
tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12

Jaminan pelayanan

Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawal, dengan
petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.

2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.

3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga
dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
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69. Pelayanan Adminsitrasi Izin Reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1.

2.

Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah
Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Usaha
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16  Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan.

Persyaratan
Pelayanan

A. lzin Reklame Baru

1.
2.

No oA

o

10.

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara Khusus
Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa
apabila pengurusan izin dikuasakan kepada orang lain;

Gambar / naskah / foto reklame;

Gambar konstruksi reklame;

Gambar / denah lokasi reklame yang dipasang;

Surat pernyataan tidak keberatan atau persetujuan dari pemilik lahan /
bangunan tempat pemasangan reklame;

Keterangan-keterangan yang dianggap perlu;

Pembangunan / Perubahan bangunan reklame yang menggunakan
konstruksi khusus harus dilengkapi IMB dan atau ijin lain apabila
diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp
6.000.-

B. Perpanjangan Izin Reklame

1.
2.

Noo s

M engisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara Khusus
Warga Negara Asing;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa
apabila pengurusan izin dikuasakan kepada orang lain;

Foto copy surat Izin Penyelenggaraan Reklame periode sebelumnya ;
Surat ketetapan Pajak Daerah Periode sebelumnya;

Foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan

Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-
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Sistem,
M ekanisme
dan Prosedur

9. PENGAMBILAN SK,

Pengisian SKM

4. CEK LAPANGAN

|

5. PENETAPAN RETRIBUSI
DAN PEMABAYARAN
MELALUI BANK

6. PEMROSESAN

7. KEPALA DINAS

8. TATA USAHA

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian
informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar
maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan memberikan
rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala
DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon
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dengan diterbitkan surat penolakan.

Untuk permohonan izin yang telah disetujui oleh Tim Teknis
Pelayanan Perizinan, petugas melakukan penghitungan pembiayaan
retribusi. Hasil penghitungan biaya diserahkan kepada bendahara
penerima yang selanjutnya dibuatkan slip setoran kepada pemohon,
pemohon melakukan pembayaran di Bank dengan menyerahkan slip
setoran untuk kemudian diberikan SKRD

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf olen Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK 1zin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada Pemohon
dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi SKM

Jangka Waktu | 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan
Penyelesaian | benar
Biaya/ Tarif | Sesuai dengan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum.

No. | Jenis Satuan| Lokasi Waktu Pemasangan reklame Nilai | Biaya
Perr_\asangﬂ 1 hari Lebih Lebih Lebih Strategis/| Bongkar/
VY;)R’[J?:/ s/d Dari Dari Dari Buah | M2
minggu 1 1 bulan | 6 bulan
(Rp.) | minggu s/d s/d
s/d 6 bulan | 1tahun
1 bulan (Rp.) (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 70.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 24.000 | 5.000
Papan/ b 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 20.000 | 5.000
1 |Megatron |\ c 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 18.000( 5.000
Billboard/ d 5.000 | 10.000 | 20.000 | 24.000 | 16.000 | 5.000
Baliho e 5.000 | 10.000 | 20.000 | 24.000 | 14.000 | 5.000
a 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 1.500
. b 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 3.200 | 1.500
) Kain c 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 2.400 | 1.500
reklame/ M2
spanduk d 4800 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 1.000 | 1.500
e 4800 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 400 | 1.500
a 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 1.000
b 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 3.200 | 1.000
S VTR c 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 2.400 | 1.000
umbul d 4800 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000
e 4.800 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 400 1.000
A | 16.000 | 20.000 | 34.000 | 40.000 | 36.000 | 10.000
Rekame b 16.000 | 20.000 | 34.000 | 40.000 | 32.000| 10.000
4 |Bersinar |0 c 16.000 | 20.000 | 34.000 | 40.000 | 28.000| 10.000
Yang d 8.000 | 10.000 | 16.000 | 20.000 | 26.000| 10.000
disinari e 8.000 | 10.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000| 10.000
5 Eg‘,ﬂime M2 |Se-Kab| 8.000 | 16.000 | 28.000 | 36.000 | 24.000| 10.000
Reklame
6 |[meleka | Lbr |Se-Kab| 750 | 3.200 | 7.600 | 15.000 - .
Sticker
7 |Rekeme | pr [Se-Kabl 400 | 1600 | 4.000 | 8.000 - -
8 Eeer'j':{;‘ﬁ Hari Be—Kab| 6.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 - -
o |ReMame " -T2 Kab. [ 8000 | 16.000 | 32.000 | 40.000 - R
Bersuara b.Kec | 6.000 | 12.000 | 24.000 | 36.000 - -
10 | Rekame be — Kab | 40.000 | 120.000 | 160.000 | 200.000 B B
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film atau
slide

Ket. a. :Alun-alun & Simpang Lima Purwodadi

: Terminal & Swalayan / Pasar Daerah Purwodadi
: Tempat lain di dalam Kota Purwodadi

: Terminal & Pasar Daerah di Kecamatan

: Tempat lain di Kecamatan

Qo o

Sesuai dengan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan
daerah ( sewa lahan ) untuk pemasangan reklame pada tanah di bahu
jalan adalah shb. :
a. Di Kota Kabupaten :Rp. 7.000,- ( Tujuh ribu rupiah) / M2 / bulan;
b. Disekitar Ibukota Kabupaten : Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) / M2/
bulan;
c. Di kota kecamatan : Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah) /M2 /
bulan;
d. DiDesa: Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / M2 / bulan.

6. | Produk Izin Reklame
Pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang tunggu yang memadai.
prasarana 2. Lapangan parkir.
dan/atau 3. Toilet.
fasilitas 4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
8 | Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Il
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
g Penatalaksana pendaftaran
h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
i. Pengadministrasi umum TU
J. Caraka
9 [ Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan M elalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SM'S, Telepon, Website, dan
pengaduan, melalui petugas loket pengaduan.
saran dan
masukan

248




11 | Jumlah Jumlah personilyang menangani Izin Reklame sebanyak 10 orang.
pelaksana
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesual dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawail, dengan petugas
pelayanan yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan| 2. Petugas pelayanan yangramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
kinerja
pelaksana
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70. Pelayanan Adminsitrasi Izin Penggunaan Alun-Alun Purwodadi

No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian ~ Sebagian Kewenangan ~ Pemrosesan  dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

2. | Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
Pelayanan 2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat 1zin Tinggal Sementara Khusus
Warga Negara Asing;

3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP Penerima
Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada orang lain;

4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Dinas/Instansi yang
berdekatan, Pengurus Masjid dan warga masyarakat sekitar alun-
alun untuk penggunaan alun-alun lebih dari 2 hari.

5. Surat pernyataan kesanggupan memperbaiki kerusakan alun-
alunffasilitas umum yang ditimbulkan selama penyelenggaraan
kegiatan.

6. Proposal kegiatan dan atau Surat Permohonan Penggunaan alun-
alun.

7. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp

6.000.-
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Sistem,
M ekanisme dan
Prosedur

9. PENGAMBILAN SK,

Pengisian SKM

4. CEK LAPANGAN

|

5. PENETAPAN RETRIBUSI
DAN PEMABAYARAN
MELALUI BANK

6. PEMROSESAN

l

7. KEPALA DINAS

8. TATA USAHA

Keterangan Bagan :

1.

2.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan

Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke
bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap
dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk
selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi
pendaftaran kepada seksi pelayanan

Tim Teknis melakukan pengecekan ke lapangan guna memeriksa
kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
memberikan  rekomendasi untuk menyetujui atau menolak
permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
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kepada Kepala DPMPTSP. Jika berkas/dokumen permohonan tidak
memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan
dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan.
Untuk permohonan izin yang telah disetujui oleh Tim Teknis
Pelayanan Perizinan, petugas melakukan penghitungan pembiayaan
retribusi. Hasil penghitungan biaya diserahkan kepada bendahara
penerima yang selanjutnya dibuatkan slip setoran kepada pemohon,
pemohon melakukan pembayaran di Bank dengan menyerahkan
slip setoran untuk kemudian diberikan SKRD

Persyaratan yang telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan
selanjutnya dibuatkan draf keputusan untuk diparaf oleh Kasi dan
Kabid . Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

Kepala Dinas menandatangani Keputusan lzin yang selanjutnya
diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha yang
selanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan

SK lzin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada
Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan mengisi
SKM

Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
Penyelesaian dan benar
Biaya/ Tarif Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Izin
Penggunaan Alun-Alun dikenakan retribusi shb. :
1. Komersil : Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) / hari;
2. Sosial : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) / hari.
Produk Izin Penggunaan Alun-Alun Purwodadi
Pelayanan
Sarana, prasarana| 1. Ruangtunggu yang memadai.
dan/atau fasilitas | 2. Lapangan parkir.
3. Toilet.
4. Loket pelayanan.
5. Ruang sekretariat tim teknis.
6. Aplikasi SPIPISE
7. Televisi
8. Website.
9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.
11. Ruang arsip.
12. Lemari dokument.
13. Komputer.
14. Printer.
15. Telepon/ facsimile.
16. Alat tulis kantor.
Kompetensi a. Kepala Dinas
Pelaksana b. Sekretaris Dinas
c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Il
e. Kepala Seksi Pendaftaran
f. Penatalaksana Seksi Pelayanan Perizinan Il
g Penatalaksana pendaftaran
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h. Pengadministrasi umum Bidang Pelayanan Perizinan
i. Pengadministrasi umum TU
j. Caraka

9 | Pengawasan 1. Kepala DPMPTSP Kab.Grobogan
internal 2. Inspektorat Kab Grobogan
10 | Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website,
pengaduan, saran | dan melalui petugas loket pengaduan.
dan masukan
11 | Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang menangani Izin Penggunaan Alun-Alun
Purwodadi sebanyak 10 orang.
Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas
pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12 | Jaminan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan
pelayanan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13 | Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.
keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.
keselamatan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin
pelayanan keasliannya.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.
pelaksana
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Lampiran Il : Peraturan Bupati Grobogan

Nomor . % Tahun 2017
Tanggal : 0 Y6 et 20}}
Tentang . Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN

Front Office Back Office Tata Usaha Pimpinan

Cek lapangan Non Cek lapangan
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Lampiran [II  : Peraturan Bupati Grobogan

Nomor : 52 Tahun2017
Tanggal © 20 DEseMRER- 2017
Tentang . Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

MEKANISME PENGADUAN
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« [#in Operasional Klinik
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Lampiran [V Peraturan Bupati Grobogan

Nomor : 52  Tahun 2017

Tanggal Jo DESEMBCR. 2017

Tentang . Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
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